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PUTUSAN

Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Siti Suarni Binti Amat Purwana, tempat dan tanggal lahir Lampung, 27

November  1991,  agama  Islam,  pekerjaan  Ibu  rumah

tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di

Dusun V Rejo Sari Rt. 26 Desa Siliwangi Kecamatan

Singkut Kabupaten Sarolangun sebagai  Penggugat;

melawan

Nyamin Bin Sutiyo, tempat dan tanggal lahir Payo Lebar, 23 Maret 1981,

agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan

Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt. 06 Desa Johor

Baru  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten  Batang  Hari

Sekarang  Tidak  Diketahui  Lagi  Alamatnya  Dengan

Jelas  Dan  Pasti  Di  Wilayah  Republik  Indonesia;

sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;
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DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 April 2018 telah

mengajukan  permohonan Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di  Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sarolangun, dengan Nomor 83/Pdt.G/2018/PA.Srl, tanggal

10 April 2018,  dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa  pada  tanggal  09  Maret  2009  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  akad  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat

Nikah  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan  Pelawan  Singkut  Kabupaten

Sarolangun  Propinsi  Jambi  sebagaimana  diterangkan  di  dalam  Kutipan

Akta Nikah Nomor : 82/15/III/2009 Seri BT tanggal 07 Februari 2009 dan

sesaat  setelah akad nikah Tergugat  ada mengucapkan shighat  taâ€™lik

talak yang bunyinya sebagaimana terdapat di dalam   Kutipan Akta Nikah

tersebut;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  dilangsungkan  Penggugat  dengan

Tergugat bertempat tinggal dirumah orangtua Penggugat selama 5 bulan,

kemudian Penggugat dengan Tergugat pindah kerumah kediaman bersama

sampai Penggugat dengan Tergugat berpisah;  

3. Bahwa  dalam  pernikahan  tersebut  Penggugat  dengan  Tergugat  telah

bergaul sebagaimana layaknya suami istri  (baâ€™da dukhul)   dan telah

dikarunia seorang anak yang bernama: Sri Dinda Mulyani binti Nyamin, 8

tahun;  

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan

harmonis,  akan  tetapi  sejak  Tahun  2016  ketentraman  rumah  tangga

Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dengan Tergugat
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terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran,  yang  disebabkan

antara lain:    Bahwa Tergugat tidak jujur dalam hal keuangan sehingga

Penggugat tidak pernah tau penghasilan Tergugat, Bahwa Tergugat kurang

perhatian  terhadap  istri  dan  anak, Bahwa  Tergugat  sering  pergi

meninggalkan tempat kediaman bersama dalam waktu yang lama;  

5. Bahwa puncak perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dengan

Tergugat terjadi pada   tanggal 02 Februari 2018 yang disebabkan bahwa

Tergugat  cemburu serta  menuduh Penggugat  selingkuh sehingga antara

Penggugat  dengan  Tergugat  terjadi  pertengkaran  hebat,  akibat  dari

pertengkaran  tersebut  sampai  sekarang  antara  Penggugat  dengan

Tergugat tidak pernah bersama lagi;  

6. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  untuk  mendamaikan  antara

Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;  

7. Bahwa  oleh  karena  antara  Penggugat  dengan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus,  maka  Penggugat

merasa tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri

dengan Tergugat dimasa yang akan datang;  

Bahwa berdasarkan dalil-dalil  tersebut, Penggugat  memohon kepada

Pengadilan  Agama  Sarolangun,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2. Menjatuhkan talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat;  
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3. Membebankan  pembayaran  biaya  perkara  ini  sesuai  dengan  ketentuan

perundang-undangan yang berlaku;  

 Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

tanggal  30  April  2018,  28  Mei  2018  dan  28  Juni  2018  yang  dibacakan  di

persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Radio

Prima  Angkasa,  sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat

tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat  telah

mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Kantor  Urusan

Agama Kecamatan  Pelawan Singkut  Kabupaten  Sarolangun  Propinsi
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Jambi  Nomor  82/15/III/2009  seri  BT tanggal  07  Februari  1995,  telah

bermeterai dan dinazzegelen serta cocok dengan aslinya diberi tanda

“P”;

B. Saksi: 

1.  Aceng  Suwandi  bin  Ahmad  Purnama  umur  34

tahun, agama Islam, pekerjaan petani karet, tempat kediaman di Dusun

Tanjung  Rambai  Rt.  05  Kelurahan  Gunung  Kembang  Kecamatan

Sarolangun Kabupaten Sarolangun di bawah sumpahnya memberikan

keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa  Saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  Saksi  adalah

saudara kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat telah menikah;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Nyamin;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan kemudian pindah ke

rumah  kediaman  bersama  sampai  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sekarang tidak harmonis lagi;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak menetap dalam satu rumah

lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat  selama lebih

kurang 7 bulan;
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- Bahwa sebelum Tergugat pergi Saksi sering melihat Penggugat dan

Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran adalah masalah ekonomi, Tergugat

cemburu dan jarang pulang;

- Bahwa  Penggugat  pernah  mencari  Tergugat  ketika  itu  Tergugat

berada  di  Desa  Johor  Baru  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten

Batanghari tetapi sejak bulan Mei 2018 Tergugat sudah pergi dari

alamat tersebut dan tidak diketahui lagi keberadaannya;

2.  Cucu Novita binti Ahmad Purnama umur 24 tahun,

agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 26

Desa Siliwangi  Kecamatan Singkut  Kabupaten Sarolangun di  bawah

sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: 

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Saksi adalah adik

kandung Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Penggugat bernama Nyamin;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah orangtua Penggugat selama 5 bulan kemudian pindah ke

rumah  kediaman  bersama  sampai  Penggugat  dan  Tergugat

berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa  keadaan  rumah  tangga  Penggugat  dengan  Tergugat

sekarang tidak harmonis;

- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Pengugat selama lebih

kurang 7 bulan;
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- Bahwa Saksi pernah mencari Tergugat dan bertemu di RT.06 Desa

Johor  Baru  Kecamatan  Bajubang  Kabupaten  Batanghari  tetapi

sejak bulan Mei  2018 Tergugat  sudah pergi  dari  alamat tersebut

dan tidak diketahui lagi keberadannya;

- Bahwa sejak pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan

tidak  juga  meninggalkan  harta  yang  dapat  dijadikan  sebagai

pengganti nafkah;

Bahwa  Penggugat  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana  terurai di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Termohon  tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) 30

April  2018,  28 Mei  2018 dan 28 Juni  2018 yang dibacakan di persidangan,

Tergugat  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,  sedangkan  tidak  ternyata

bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang

sah;
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Menimbang,  bahwa  Tergugat yang dipanggil  secara  resmi  dan  patut

akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal  149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat  dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim

membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa untuk membuktikan dalil-dalil  guagtannya tersebut,

Penggugat telah mengajukan bukti surat “P” serta 2 orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti “P” (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

menikah pada tanggal 29 Maret 2009, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

syarat  formil  dan  materiil,  serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang

sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang,  bahwa  saksi-saksi  Penggugat  sudah  dewasa,  berakal

sehat,  dan  sebelum  memberikan  keterangannya  telah  disumpah  terlebih

dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172

ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai rumah tangga Pengggugat dan Tergugat yang tidak rukun serta telah

berpisah  selama  2  tahun,  adalah  fakta  yang  dilihat  sendiri/didengar

sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh

Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat
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materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan  dua  orang  saksi  tersebut  memenuhi  Pasal  308  dan  Pasal  309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  “P”,  Saksi  1  dan  Saksi  2

Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;

2. Bahwa  setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  bertempat  tinggal  di

rumah  orangtua  Penggugat  selama 5  bulan  kemudian  pindah  ke  rumah

kediaman bersama sampai Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

4. Bahwa umah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih

kurang 7 bulan;

6. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih

kurang 7 bulan;
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5. Bahwa Tergugat sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  39

ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf  huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f)  Kompilasi

Hukum Islam;

Menimbang  bahwa  berdasarkan  fakta  hukum  tersebut  maka  Majelis

Hakim patut menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah

pecah (broken marriage) dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga

dengan  demikian  Majelis  Hakim  patut  meyakini antara  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang  terus-menerus.

Mempertahankan  kondisi  rumah  tangga  seperti  demikian  hanyalah  sia-sia

belaka karena dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua

belah pihak.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut  juga telah memenuhi  norma

hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih :

المصالح      جلب من أولى المفاسد درء

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan

pendapat  Pakar  Fikih,  Al-Sayyid  Sabiq  dalam  Kitab  Fiqh  al-Sunnah juz  II

halaman 249 dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim,  yang

berbunyi:

بينهمــا            الصلح عن وعجز الضرر ثبت اذا ئنـة بـا طلقـة الـقاضي يطلقـها

Artinya: “Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti

adanya madlarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali”;
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Menimbang,  bahwa  berdasarkan  keterangan  2  (dua)  orang  saksi,

dikaitkan  dengan  ketentuan  Pasal  116  huruf  (f)  Kompilasi  Hukum  Islam  di

Indonesia  di  atas,  maka  Majelis  Hakim  sepakat  berpendapat  bahwa  antara

Penggugat dengan Tergugat tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri

sehingga  gugatan  Penggugat  telah  mempunyai  cukup  alasan,  berdasarkan

hukum dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara  a quo masuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1)  Undang-Undang  Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  semua pasal  dalam peraturan perundang-undangan dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil  secara resmi dan patut untuk

menghadap ke persidangan tidak hadir;  

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vestek;  

3. Menjatuhkan talak satu Ba’in Sugra Tergugat ( Nyamin bin Sutijo ) terhadap

Penggugat ( Siti Suarni binti Amat Purnama );  

4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  yang

hingga kini dihitung sejumlah Rp 601.000,00 ( enam ratus satu ribu rupiah );

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Selasa  tanggal  18  September  2018

Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Korik
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Agustian, S.Ag., M.Ag.  sebagai Ketua Majelis, Zakaria Ansori, S.H.I., M.H. dan

Ermanita Alfiah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

diucapkan  dalam sidang  terbuka  untuk  umum pada  hari  itu  juga  pada  hari

Selasa  tanggal  18  September  2018  Masehi,  bertepatan  dengan  tanggal  7

Muharram 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi  oleh

Hakim  Anggota  dan  dibantu  oleh   Anita  Kirana,  S.H.I  sebagai  Panitera

Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Zakaria Ansori, S.H.I., M.H.

Ketua Majelis,

Korik Agustian, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota,

Ermanita Alfiah, S.H.
Panitera Pengganti,

Anita Kirana, S.H.I

Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran Rp    30.000,00  
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  2.  Proses Rp    50.000,00  
  3.  Panggilan Rp  510.000,00  
  4.  Redaksi Rp      5.000,00  
  5.  Meterai Rp      6.000,00  

   Jumlah Rp  601.000,00  
   ( enam ratus satu ribu rupiah )  
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